
GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 20-16

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

SALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Pasal 320 ayat {1) Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2AA tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan

Peraturan Daerah tentang pertanggungiawaban pelaksanaan

APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang

telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat

6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbang€Ln sebagaimana dimaksud

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran

2015;

Pasal 18 ayat t6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan

Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan

Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 11O3);

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

2.

b.



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a2861;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOQ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahlun 2Ol4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor SS,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a57al;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20O5 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a5761;



11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a578|;

l2.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2A06 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a61a\

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OA7 tentang Laporan

Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, dan Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a693|;

l4.Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negera Republik Indonesia

Tahun 2O7O Nomor 1231;

L5,Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2AII tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2AA6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

l6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65

Tahun 2AO7 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan

Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

l7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64

Tahun 2A13 tentang Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;



lS.Peraturan Daerah Nomor z rahun 2o0g tentang organisasi dan
Tata Kerja sekretariat Daerah dan sekretariat Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah provinsi sumatera utara {Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera utara Tahun 200g Nomor T,

Tambahan Lembaran Daerah provinsi sumatera Utara Nomor

7l;

l9.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2o1o tentang pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah provinsi sumatera utara
(Lembaran Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 2alo Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah provinsi sumatera utara
Nomor 1);

2o.Peraturan Daerah Nomor Lo rahun 2or4 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi sumatera utara
Tahun Anggaran 2a15 (Lembaran Daerah provinsi sumatera
Utara Tahun 2A14 Nomor 10);

2l.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 201s tentang perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi sumatera
Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah provinsi

Sumatera Utara Tahun 2ALS Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEV/AN PERWAKII.,AN RAI{TAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:
MCNCTAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

{1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan

keuangan memuat:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Neraca;

d. Laporan Operasional;



e. Laporan Arus Kas;

f. Laporan Perubahan Ekuitas;dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(21 Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan
keuangan Badan usaha Milik Daerah/perusahaan Daerah.

Pasal 2

I'aporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2als sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat {1} huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp.8.48O.ZSS.9S2.7TA,OI

Rp.7.959. 1 67. 1 83.686.60
Rp. 521.59I.769.283,4L

Rp. 1+.897.9A5.723,21

Rp. O.OO

Rp. 536.489. 67 5.A06,62

Rp. (2I4.833.584,00)
Rp. 536.27 4.841.422,62

Surplus/{Defisit)

c. Pembiayaan.......

- Penerimaan

Pasal 3

uraian laporan realisasi APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
sebagai berikut :

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. 28.448. 1 37.339,0 1, dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setela,h

perubahan Rp. 8.452.310.815.631,00

b. Realisasi Rp .8.480.758.952.97O.O1
Selisih lebih....... Rp. 28.448.137.339,01

Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp. (a83.773.257.028,40 ) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp.8.442.94O.44O.7 15,OO

b. Realisasi Rp.7.959. 167. 1 83.686.6O

- Pengeluaran

SiLPA sebelum

Koreksi SiLPA

SiLPA setelah koreksi...

1.

2.

Selisih kurang Rp. {affi.773.257.O28,40)



3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp.536.274.841.422,62 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus setelah perubahan Rp. 521.59L.769.299,41

b. Realisasi Pembiayaan Rp. 14.897.905.723.21

c. Silpa Sebelum Koreksi Rp. 536.489.675.0A6,62

d. Koreksi Silpa TA.2O15 Rp. (21a.ffi3.58a.Oo)
Silpa Setelah Koreksi Rp. 536.274.84L.422,62

Selisih anggar€rn dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp. (O,21) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. I+.897.9O5.723,OO

b. Realisasi Rp. 14.897.9O5.723.2I

Selisih kurang Rp. (o,21)

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan

sejumlah Rp. pa.268.280.639,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp.

b. Realisasi Rp

24.268.280.639,OO

o,00

Selisih kurang... Rp. (24.268.280.639,00)

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah

Rp. 2a.O53.447.A55,21 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan neto

setelah pembahan Rp. (9.370.374.916,00)

b. Realisasi pembiayaan neto Rp. t4.897.9O5.723.21

Selisih lebih....... Rp. 24.268.280.639,21

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Lebih Anggaran pada Pasal t huruf b
Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Satdo Anggaran Lebih Awal....... Rp. L4.897.9O5.723,21

b. Saldo Anggaran Lebih Akhir.................... Rp. 536.274.84I.422,62

4.



Pasal 5

pada Pasal 1Neraca sebagaimana dimaksud
Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset

b. Jumlah Kewajiban

c. Jumlah Ekuitas

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2O1S

b. Arus kas dari aktivitas operasi

c. Arus kas dari aktivitas investasi

d. Arus Kas dari aktivitas pendanaan

e. Arus Kas dari aktivitas non anggaran

f. Saldo Kas lainnya

g. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2O1S

huruf c per 31 Desember

123A7.648.066.986,50

1.640.O39 .4A2.695,78

LO.667 .608.664.29A,7 0

Rp. 6.A35.278.27O,2L

Rp. 1.452.7 53. I79.7 53,41

Rp. (932.O27.453.928,0O)

Rp. 0,0O

Rp. (2.807.723.45O,OO)

Rp. 13.215.985.262,92

Rp. 537.L69.265.908,54

Rp.

Rp.

Rp.

pasal 6

Laporan operasional sebagaim€ura dimaksud dalam pasal t huruf d
per 31 Desember 2015 adalah seb"gai berikut:

a. Pendapatan ....." Rp. 7.229.696.2A3.3g9,93

b- Beban Rp. 5.689.3o8.441,737.41
Surplusl (Defisit) dari Kegiatan
Operasional...........

c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non

Rp. 1.531 .387.761.652,52

Operasional..... Rp. 35.66Z.04T.510,Z3
d. Surplus/De{isit dari pos Luar Biasa Rp. f 1a.9g6.4oo.ool

surplus/Defisit Laporanoperasionar Rp.1.s6z.asg.g22.T6g,2s

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal t huruf e

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2o1s
sebagai berikut:



Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015
sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal Rp.

b. Surplus/Defisit - LO Rp.

c. Koreksi Ekuitas Rp.

d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/
Kesalahan Mendasar Rp.

e. Ekuitas Aldrir Rp.

14 .I37 .OO2.602 .903,80
1.567.039 .822.763,25

245.586.806.222,62

(5.282.O20. 567. 598,93)

1 0.667. 608.664.290,7 0

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagairn€ma dimaksud dalam Pasal 1

huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara

kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 1O

Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I

Lampiran I.1

Lampiran I.2

Lampiran I.3

Lampiran I.4

Laporan Realisasi Anggaran

Ringkasan laporan realisasi anggararl menurut

urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian laporan realisasi anggaran menurut

urusan Pemerintahan Daerah, organisasi,

pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah,

menurut urusan Pemerintahan Daerah,

organisasi, program dan kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belar{a daera}r

untuk keselarasan dan keterpaduan urusan

Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam

kerangka pengelolaan keuangan negara;



Lampiran I.5

Lampiran I.6

Lampiran I.7

Lampiran I.8

Lampiran I.9

Lampiran I.1O

Lampiran I.11

Lampiran I.12

b. Lampiran II

c. Lampiran III

d. Lampiran IV

e. Lampiran V

f. Lampiran VI

g. I"ampiran VII

h. Lampiran VIII

Daftar jumlah pegawai per golongan per

jabatan;

Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal {investasi) daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan

aset tetap daerah;

Daftar perkiraan penambahan dan

pengurangan aset lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir tahun dan

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran

berikutnya (DPA-L);

Daftar dana cadangan daerah; dan

Daftar pinjaman dan obligasi daerah.

Neraca;

Laporan arus kas;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Catatan atas Laporan Keuangan; dan

Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik

Daera-l.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (21terdiri dari:

a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan

Daerah tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagran

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



l0

Gubernur menetapkan Peraturan

pertanggungj awaban pelaksanaan

Daerah Tahun Anggaran 2015

pertanggungi awaban pelaksanaan

Daerah Tahun Anggaran 2015.

Pasal 12

Kepala Daerah tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja

sebagai rincian lebih lanjut dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam l,embaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 18 Oktober 2O16

GUBERNUR SUMATERA UTARA,Aslinya
KUM,

ttd

TENGKU ERRY NURADI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

Diundangkan di Medan
pada tanggal 20 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

ttd

HASBAN RITONGA

SUMATERA UTARA,

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OL6 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA: (3/239 /2A16)



PENJEI,ASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

I. PENJEI-A,SAN UMUM

Sebagai Pedoman Penlrusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2OO2 tentang Pedoman

Pengurusan, Pertanggungiawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata

Cara Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata

Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2OLL tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 2
huruf a

huruf b

Cukup jelas

Pendapatan terdiri dari :

- Pendapatan Asli Daerah

- Pendapatan Transfer

- l^ain-lainPendapatanDaerah

yang Sah

Belanja terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung

- Belanja Langsung

Rp. 4.883.880.6 1 9. 308,22

Rp. 3.582 .796.982.6 16,00

Rp. 1@
Rp. 8.48O .7 58.952.97 O,O L

Rp. 5.886 .083.697 .5O 1,0O

Rp. 2.O73.O83.486. 185,60

Rp 7.959 .L67.183.686,60

Rp. 521.591.769.283,4LSurplus

Jumlah Belanja



huruf c : Pembiayaan terdiri :

Penerimaan Pembiayaan Daerah :

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun LaIu

Pengeluaran Pembiayaan Daerah :

- Transfer ke dana cadangan

- Penyertaan Modal

- Pembayaran Hutang Pokok

Yang Jatuh Tempo

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp. 14.897.905.723,2L

o.oo

0,o0

0,oo

Rp. 14.897.905.723,27

Rp. 536. 27 4.84 L.422,62

Rp. 1.788 .323.O62.L79,83

Rp 2. LT L.537 .402.069,57

Rp. 7.869 .244.584.156,00

Rp. 478.543.O18.581,50

Rp.

Rp.

Rp.

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

ayat (1)

ayat (21

ayat (3) butir a

butir b

ayat (4)

ayat {5}

Huruf a

Huruf b

Cukup Jelas

Cukup jelas

Surplus setelah pembahan

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup jelas

Aset terdiri dari :

- Aset Lancar

- Investasi Jangka Panjang

- Aset Tetap

- Aset Lainnya

Kewajiban terdiri dari :

- Kewajiban Jangka Pendek Rp. 1.64O.039.402.695,78

- Kewajiban Jangka Panjang Rp.

Cukup jelas

o,oo

Huruf c



Pasal 6 :

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b

Huruf c

Cukup jelas

Surplus/defisit dari kegiatan Non Operasional, terdiri dari:

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1O

Pasal lL
Pasal 12

Pasal 13

Huruf d :

Huruf e

- Surplus dari kegiatan non

operasional lainnya

- Defisit dari kegiatan non

operasional lainnya

Jumlah Netto

Cukup jelas

- Kas Daerah

- Kas di BLUD

Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2015 terdiri dari :

Rp. 50.081.4O7.58O,85

Rp. tla.4A.36O.O7O.12l

Rp. 35.667.A47"5IO,73

Rp. 523.9 53.28O.645,62

Rp. 8.759.75O.344,OO

- Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 3.992.88+.909,00

- Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 462.700.009,92

- Kas Lainnya

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Rp. 1.250.000,00

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 20T6 NOMOR

31


